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ABSTRAK

Ahmad Rivai Siregar / 2015/22 2010 322 / Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat Pengaruh Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Perhubugan Kota Palembang. Tujuan dari penelitian adalah
Untuk mengetahui Apakah terdapat Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
asosiatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja.
Data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan
metode wawanara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel implementasi
anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan

Kata kunci:  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja

xyi



ABSTRACT

Ahmad Rivai Siregar/ 222010322/ The Influence of Performance- Based Budgeting On Dinas
Perhubungan Kota Palembang.

The problem of this study was how the influence of implementations performance-based
budgeting on Dinas Perhubungan Kota Palembang. The objective of this study was to determine
how the influence of implementations performance-based budgeting on Dinas Perhubungan Kota
Palembang.

This study was at the Dinas Perhubungan Kota Palembang. The study was an associative study.
The variables of the study were performance-based budgeting and Dinas Perhubungan. The data
were primary and secondary data. The techniques of collecting data were interviews,
questionnaire and documentations. The techniques of analyzing the data were qualitative and
quantitative.

The result of this study indicate that there are significant variables simultaneously
implementations of performance-based budgeting 1o performance Dinas Perhubungan Kota

Palembang.

Keywords: performance-based, budgeting
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan permasalahan yang paling kompleks dan selalu
menjadi problematika tersendiri bagi pemerintah walaupun tiap tahunnya
pemerintah melakukan reformasi akan anggaran itu sendiri. Hampir sebagiaﬁ
berhasil dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi hasilnya tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan. Secara konseptual, hampir semua lini disektor
keuangan publik mengalami perbaikan baik itu secara sebagian maupun
secara keseluruhan. Perbaikan mulai terlihat dari pembenahan masalah
penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Namun, pada
kenyataannya seringkali terjadi masalah dalam perbaikan itu sendiri

khususnya masalah anggaran ini yang kadang selalu disalahgunakan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 dan Nomor 33
Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah membawa konsekvensi bagi daerah
dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki
dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu melakukan
pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar performance
budgeting system (anggaran kinerja). Anggaran sektor publik merupakan
instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan
program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran digunakan untuk

mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan



bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan. Anggaran menggambarkan
standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu keluaran yang
diinginkan. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan public goods and services merupakan bagian dari good
governance. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai
upaya good governance ditunjukkan dengan transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu pehzvujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan. Penerapan dan
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna dan berhasil. Pembangunan akan kebutuhan masyarakat akan
menjadikan landasan berpikir bagaimana mengoperasikan otonomi schingga
betul-betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup

masyarakat.

Indra (2007:274) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan skema strategi (strategic planning) suatu organisasi. Kinerja
merupakan keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam
mewujudkan- sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan
perilaku yang diharapkan. Pada aktivitasnya perusahaan perlu melakukan

penilaian kinerja agar perusahaan bisa melihat sejauh mana kinerja yang



sudah dicapai perusahaan dan juga bisa menyiapkan alternatif-alternatif

apabila kinerja yang dicapai belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Indra (2004:304) Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam
bentuk moneter maupu nonmoneter yang digunakan untuk menterjemahkan
tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi. Oleh karena pentingnya
anggaran dalam suatu perusahaan atau organisasi, dibutuhl-_:an penyusunan
anggaran yang baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengkoordinir
kepentingan setiap departemen yang terkait dalam pelaksanaannya. Untuk itu
diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh berbagai pihak dalam

perusahaan atau organisasi.

Mardiasmo (2009:61) Anggaran merupakan instrument akuntabilitas
dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang
dibiayai dengan uang publik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa anggaran
publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi publik yang meliputi

informasi anggaran belanja, pendapatan, dan aktivitas yang dilakukan.

Indra (2006:171) Anggaran berbasis kinerja adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada owfput organisasi dan berkaitan erat
dengan wvisi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang
berorientasi pada kinerja ini mengalokasikan sumber daya pada program,
bukan unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai
indikator kinerja organisasi. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi

berbagai kelemahan vyang terdapat di anggaran tradisional, khususnya



kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan

penganggarannya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Af_'lah (2010) Berjudul,
pengaruh penganggaran berbasis kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja
pemerintah daerah kota Jambi. Hasil dari penelitian tentang pengaruh
penganggaran berbasis kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah

daerah kota Jambi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putra (2010), Berjudul
pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah

kabupaten Simalungu.

Hasil dari penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis
kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja
SKPD di pemerintah kabupaten Simalungu sangat berpengaruh terhadap

kinerja SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Simalungu.

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta diikuti
perubahan instansi. melainkan tahapan-tahapan instansi yakni berawal dari
terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (I.LAJ) Palembang I berubah

menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) wilayah I, berubah



lagi menjadi cabang Dinas | Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAIJR)
Tingkat [1 Kodya Palembang. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14
Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah
tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di lalu lintas dan Angkutan
Jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dalam pelaksanaan
akuntabilitas publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah
melakukan prosedur yang sudah ditetapkah sesual dengan peraturan yang
dibuat oleh pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota
Palembang telah mengupayakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan
prosedur, sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengetahui anggaran
tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan
sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang berusaha dengan baik dalam
melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi

oleh masyarakat.

Didalam dinas perhubungan kota Palembang proses pelaksanaan
penyusunan anggaran dilakukan oleh bagian administrasi, beberapa pegawai
yang menyusunnya mempunyai kinerja yang kurang berkompeten misalnya
kurangnya pelatihan tentang penyusunan anggaran, sehingga proses
pelaksanaan penyusunan anggaran tidak berjalan dengan baik dan selalu tidak

mencapai target pada retribusi terminal.

Berikut anggaran target dan realisasi penerimaan retribusi terminal

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Dinas Perhubungan Kota Palembang.



Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Terminal
Tahun 2009-2013

Tahun Target Realisasi Persentase
2009 Rp. 2.250.000.000 Rp. 1.239.446.700 55.09 %
2010 Rp. 2.500.000.000 Rp. 1.379.046.450 55.16 %
2011 Rp. 2.550.000.000 Rp. 1.513.000.000 59.44 %
2012 Rp. 2.625.000.000 Rp. 1.569.770.000 59.81 %
2013 Rp. 2.600.000.000 Rp. 1.621.000.000 62.35 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2014

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa presentase realisasi
penerimaan retribusi terminal selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
selalu belum tercapai. Tingkat pencapaian realisasi anggaran rata-rata 50%
sedangkan Dinas Perhubungan Kota Palembang menetapkan target minimal
70%. Hal imi dikarenakan, proses penyusunan anggaran dilakukan oleh
pegawal yang kurang berkompeten misalnya dalam penyusunan anggaran
banyak beban-beban yang dimasukkan sehingga mengurangi pendapatan
yang berakibat pada hasil pungutan retribusi tidak berjalan 100% sehingga

anggaran tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang, mengingat pentingnya kinerja
dalam suatu organisasi publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis

Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah terdapat Pengaruh Implementasi Anggaran

Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.
D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan,
pengalaman, dan wawasan terutama mengenai pengaruh implementasi
anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja dinas perhubungan kota
palembang.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi dinas
perhubungan kota palembang mengenai pengaruh implementasi anggaran
berbasis kinerja terhadap kinerja dinas perhubungan kota palembang.

3. Bagi Almamater
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi untuk
dibidang studi yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi dimasa yang

akan datang.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Afiah (2010) Berjudul,
pengaruh penganggaran berbasis kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja
pemerintah daerah koﬁ Jambi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pengaruh penganggaran berbasis kinerja sebagai upaya
peningkatan kinerja pemerintah daerah kota Jambi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh penganggaran berbasis kinerja sebagai
upaya peningkatan kinerja di pemerintah daerah kota Jambi. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
vang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan
dengan data yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
kuantitatif dan kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah (X)
penganggaran berbasis kinerja dan (Y) upaya peningkatan kinerja pemerintah

daerah kota jambi.

Hasil dari penelitian tentang Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja
Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.

Persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dengan
penelitian  sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh
penganggaran berbasis kinerja, sedangkan perbedaannya terletak pada objek

8



penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah daerah kota Jambi

sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota

Palembang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putra (2010), berjudul pengaruh
penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah kabupaten Simalungu.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh
penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah terhadap kinexja; SKPD di pemerintah kabupaten Simalungu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran
berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap
kinerja SKPD di pemerintah kabupaten Simalungu. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang
berhubungan dengan data yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan
adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Variabel dalam penelitian ini
adalah (X,) penerapan anggaran berbasis kinerja (X;) sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah dan (Y) kinerja SKPD pemerintah kabupaten

Simalungu.

Hasil dari penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis
kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja
SKPD di pemerintah kabupaten Simalungu sangat berpengaruh terhadap

kinerja SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Simalungu.
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Persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dengan
penelitian  sekarang adalah sama-sama meneliti tentang  pengaruh
penganggaran berbasis kinerja, sedangkan perbedaannya terletak pada objek
penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah kabupaten
Simalungu, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Perhubungan

Kota Palembang.
Landasan Teori
1. Anggaran Berbasis Kinerja
a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Indra (2006:171) Anggaran berbasis kinerja adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada owtput organisasi dan berkaitan
erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang
berorientasi pada kinerja ini mengalokasikan sumber daya pada
program, bukan unit organisasi semata dan memakai output
measurement sebagal indikator kinerja organisasi. Pendekatan kinerja
disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat di anggaran
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya
tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Aktivitas utama dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan data

kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya.
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Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan  untuk
memperolah informasi dan pengertian tentang berbagai program yang
menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Untuk itulah
diperlukan indikator yang sesuai untuk mengimplementasikan anggaran
berbasis kinerja dalam suatu organisasi dengan menggunakan konsep
value for money dimana harus menggambarkan pencapaian tingkat
pelayanan pada biaya ekonomi yang terbaik (economical cost). Ini
berarti unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan value for
money yang terbaik karena unit biaya yang termurah tidak selalu
merupakan yang terbaik. Untuk lebih jelasnya, efisiensi, efektivitas, dan

ekonomis akan diuraikan sebagai berikut:

1) Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang
dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai
output tertentu.

2) Efektivitas adalah hubungan antara output, kebijakan, dan prosedur
organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang
dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga

terbaik yang dimungkinkan.

Bastian (2006:280) dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa
ekonomis membahas mengenai input, efektivitas membahas mengenai

output, dan efisiensi membahas mengenai input dan output. Ketiganya
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tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan

suatu organisasi.
b. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Deddi (2006:79) Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis

kinerja adalah sebagai berikut:

1) Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang
memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh
sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi sebuah
organisasi harus didapat:
a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai
b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
¢) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
d) Memiliki orientasi masa depan
e) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi
f) Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

2) Pembuatan tujuan
Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan
operasional. Pembuatan tujuan menjadi langkah yang sangat penting

dan strategis karena tujuan menjadi dasar utama pembuatan target dan
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indikator kinerja yang akan melekat pada langkah pelaksanaan
aktivitas.

3) Penetapan aktivitas
Aktivitas dipilih  berdasarkan strategi organisasi dan tujuan
operasional yang telah ditetapkan.

4) Evaluasi dan pengambilan keputusan
Penentuan peringkat yang dilakukan dengan standar baku yang
ditetapkan oleh organisasi atau pun dengan memberikan kebebasan
pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan

peringkat.
¢. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Bagdja (2006:77) Anggaran berbasis kinerja merupakan metode
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang
dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.
Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang
dituangkan dalam terget kinerja pada setiap unit kerja. Beberapa manfaat

yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja, diantaranya adalah:

1) Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah
dilihat.
2) Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik.

3) Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.
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4) Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian
bukan pada pembelian yang dilakukan oleh organisasi.

Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan
keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana
keterkaitan tersebut dapat terjadi merupakan kunci pengolahan program
secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat
dilakukan evaluasi sumber-sumber inpur dan bagaimana keterkaitannya
dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan program.
d. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009:70) Siklus anggaran meliputi empat tahap yang

terdiri atas:

1) Tahap Persiapan Anggaran (preparation)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas
dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi
dan tujuan organisasi untuk satu tahun kedepan.

2) Tahap Ratifikasi (approval/ratification)
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup
rumit. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial
skill namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan
coalition building yang memadai. Hal tersebut penting karena dalam

tahap ini pimpinan cksekutif harus mempunyai kemampuan untuk
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menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala
pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif,

3) Tahap Pelaksanaan (implementasi)
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal penting yang harus
diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah yang dimilikinya
sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
Manager keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk
menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk
perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan
bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode
selanjutnya.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi (report and evaluation)
Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan
aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi
terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah
didukung dengan sistem akuntansi dan sistem manajemen yang baik,

maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui

banyak masalah.

e. Indikator Kinerja dan Pengukuran Value for money

Indra (2006:276) Bagian dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja adalah menetapkan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dan
fungsi-fungsi belanja. Oleh karena aktivitas dan pengeluaran biaya

dilaksanakan pada tiap satuan kerja perangkat daerah, maka kinerja yang
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dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
dan visi unit kerja tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis

indikator kerja:

1) Masukan (inpuf)
Masukan merupakan sumber daya yang akan digunakan untuk
memberikan pelayanan pemerintah

2) Keluaran (outpur)
Produk dari suatu aktivitas/kegiatan yang dihasilkan satuan kerja
perangkat yang bersangkutan disebut (output).

3) Hasil (outcome)
Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran (output) suatu

kegiatan.
2. Kinerja
a. Pengertian Kinerja

Indra (2007:274) Mendefinisikan kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Mulyadi (2009:337) Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau
unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan

sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Pada aktivitasnya
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perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja agar perusahaan bisa melihat
sejauh mana kinerja yang sudah dicapai perusahaan dan juga bisa
menyiapkan alternatif-alternatif apabila kinerja yang dicapai belum

mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan kinerja
adalah suatu tingkat pencapaian atau keberhasilan suatu kegiatan organisasi

untuk mewujudkan strategi suatu organisasi.

. Aspek-aspek dalam pengukuran Kinerja

Indra (2001:334) Terlepas dari besarnya, jenis, sektor atau
spesialisasinya setiap organisasi biasanya cendrung untuk tertarik pada

penilaian kinerja dalam aspek berikut:

1) Aspek Keuangan (financial)
Aspek keuangan meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari suatu
instansi pemerintah. Karena aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai
aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek keuangan merupakan
aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja.

2) Kepuasan Pelanggan
Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat
penting dalam penentuan strategi dalam perusahaan. Hal ini serupa juga
terjadi pada instansi pemerintah, dengan semakin banyaknya tuntutan
masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka pemerintah dituntut

untuk secara terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas dan
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prima. Untuk itu pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan
dapat memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan
pelanggan.

3) Operasi Bisnis Internal
Informasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan instansi pemerintah sudah berjalan dengan baik untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam
rencana strategi. Disamping itu, informasi bisnis internal juga
dipergunakan untuk melakukan perbaikan terus menerus atas efisiensi
dan efektivitas operasi organisasi.

4) Kepuasan Pegawai
Dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola
dengan baik. Terutama dalam organisasi yang banyak melakukan
inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Hal serupa juga
terjadi pada instansi pemerintah, apabila pegawai tidak dikelola dengan
baik, maka kehancuran dari instansi pemerintah sungguh sulit dicegah.

5) Kepuasan Komunitas
Instansi pemerintah tidak beroperasi in vacuum artinya kegiatan instansi
pemerintah dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap
keberadaannya tidak kondusif. Untuk itu informasi dari pengukuran

kinerja perlu desain untuk mengakomodasi kepuasan dari komunitas.
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6) Waktu
Ukuran waktu juga merupakan variabel yang diperhatikan dalam desain
penelitian kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi untuk
pengambilan keputusan namun informasi tersecbut lambat diterima.
Sebaliknya informasi yang ada sering sudah tidak relevan / kadaluarsa.
¢. Pendekatan Kinerja
Deddi (2008: 57-58) Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi
berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan khususnya
kekurangan yang disebabkan oleh tidak tercapainya tolak ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari
sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (object of expenditure)
pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Fokus utama dari
pendekatan ini adalah pada tingkat efisensi penyelenggaraan aktivitas.
Karateristik dari pendekatan ini dapat diringkas sebagai berikut:
1) Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan
aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
2) Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi
maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
3) Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang.
Deddi (2008: 59-60) Penggunaan anggaran dengan pendekatan

kinerja memberikan beberapa kelebihan antara lain:
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1) Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari setiap
aktivitas disetiap anggaran yang diajukan.

2) Anggaran disusun berdasarkan aaktivitas, dengan permintaan yang
didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara
kuantitatif.

3) Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.

4) Anggaran kinerja yang mensyaratkan adanya data-data kiﬁerja
memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah
yang diminta dalam fungsi dan aktivitas penentu.

5) Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap
bawahannya.

6) Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran dari
pada berapa jumlah anggaran yang terpakai.

Deddi (2006: 60) Anggaran dengan pendekatan kinerja juga
memiliki beberapa kekurangan yaitu:

1) Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf
anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk
mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.

2) Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur
dalam satuan unit output atau biaya perunit yang dapat dimengerti
dengan mudah.

3) Akun-akun pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar

anggaran yang dikeluarkan.
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4) Terkadang aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan
dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan

memadai yang diberikan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.
3. Implementasi
a. Pengertian Implementasi

Grizzle (2002:165) Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan

untuk menerapkan suatu sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi.
b. Teori Kebijakan Implementasi

Grizzle (2002:189) Implementasi kebijakan adalah suatu proses
dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Ada empat variabel
dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (communications),
sumber daya (resources), sikap (dispositions / attitude) dan struktur
birokrasi (bureucratic structure). Penjelasan ke empat faktor tersebut

adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan
tujuan-tujuan  kebijakan dipahami oleh individu-individu yang
bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan
ukuran dan tujuan kebijakan demikian perlu dikomunikasikan secara

tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran
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dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang
amat komplek dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat
melahirkan interprestasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan
secara efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah
keputusan harus mengetahui apakah mereka ddpat melakukannya.
Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua
personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud
dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat
ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarmnya mereka tidak mengerti
apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan
bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan
tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi
kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi
kebijakan.
Sumber daya
Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana,
informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan
kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan
program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program yang
dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-

fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan



23

program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang
tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat
dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa
melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana
kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan
kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan program.
Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat
meningkatkan Kinerja program.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan
kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai
bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana
harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi
tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-
undang. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk
menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
membelanjakan / mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan
staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan / program harus terpenuhi seperti kantor,
peralatan, serta dana yang mencukupi.

Disposisi atau sikap
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan



4)

C.

24

bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan
dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan
pembuatan kebijakan maka proses implementasi akan mengalami
banyak masalah. Disamping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat
dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Wujud dari dukungan
pimpinan ini diantaranya adalah menempatkan kebijakan menjadi
priorita program dan penyediaan dana yang cukup guna memberikan
insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan
bekerja secara total dalm melaksanakan kebijakan / program.
Struktur birokrasi
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari
struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karateristik, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan
eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata
dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang.
Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam
implementasi kebijakan diantaranya tingkat pengawasan terhadap
keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
Proses Implementasi

Mardiasmo (2009:85-86) Proses implementasi terdiri dari tiga

tahap yaitu:
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[dentifikasi unit-unit keputusan

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat
pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan
unit pembuatan keputusan yang salah satunya adalah untuk
menyiapkan anggaran. Zero based budgeting merupakan sistem
anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar
perencanaan dan pengéndalian anggaran. Suatu unit keputusan
merupakan kumpulan dari keputusan level yang lebih kecil.
Penentuan paket-paket keputusan

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai
bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi
secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat
pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi
biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian
tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan
dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan
untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan
perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif.

Meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah
meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap

organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses
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alokasi sumber daya diantara berbagai kegiatan yang beberapa

diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

d. Hipotesis

Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja

Dinas Perhubungan Kota Palembang.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2004:11) Jenis penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasinya

ada 3 macam yaitu:

a. Penelitian deskriptif
Penelitian deskriptif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan nilai variabel lain.
b. Penelitian komparatif
Penelitian komparatif penelitian yang bersifat membandingkan, yang
variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih
dari satu atau dalam waktu yang berbeda.
c. Penelitian asosiatif
Penelitian asosiatif penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubunggan antara dua variabel atau lebih.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel implementasi
anggaran berbasis Kkinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang
beralamat di Jin. Pangeran Sido Ing. Lautan 35 ilir telf. (0711) 442557
Palembang 30114.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel. 111.1
Operasionalisasi Variabel

No Variabel Definisi Indikator

1 | Implementasi Kegiatan yang dilakukan | a.identifikasi unit-unit keputusan

anggaran untuk menerapkan suatu | b.penentuan paket-paket keputusan
berbasis kinerja | sistem c.meranking dan mengevaluasi
(X) keputusan
2 | Kinerja (YY) Gambaran mengenai a.aspek keuangan
tingkat pencapaian b.kepuasan pegawai

pelaksanaan kegiatan/ c.waktu
program

Sumber : Penulis, 2014

D. Populasi

Nur & Bambang (2009:11) Populasi (population) yaitu sekelompok
orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karateristik tertentu.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh struktur organisasi yang terdiri
22 bagian dan mempunyai 34 pegawai. Berikut data populasi yang akan
dijadikan responden dalam penelitian ini:
|. Kepala dinas : | orang.

2. Sekretaris : 1 orang.
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Subbag : 3 orang.

Bidang perencanaan dan perhubungan udara : 2 orang.
Bidang perhubungan laut dan ASDP : 2 orang.

Bidang transportasi jalan dan rel : 2 orang.

Bidang pengawasan pengendalian operasional lalu lintas : 2 orang.
Seksi program : 2 orang.

Seksi sarana manajemen lalu lintas laut dan udara : 2 orang.
Seksi sarana manajemen dan rekayasa lalu lintas : 2 orang.
Seksi patroli : 2 orang.

Seksi evaluasi dan penyuluhan : 1 orang.

Seksi angkutan : 2 orang.

Seksi angkutan : 2 orang.

Seksi pengawasan : 2 orang.

Seksi hubungan udara : 2 orang.

Seksi prasarana : 2 orang.

Seksi penyidikan : 1 orang.

.UPTD : 1 orang.

Data yang diperlukan
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Nur & Bambang (2002:146-147) Ada dua jenis data yang digunakan

dalam penelitian:

l.

Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
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2. Data sekunder
Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian
secara langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak
lain).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden, data yang
didapat salah satunya berupa informasi mengenai jadwal pegawai pulang dan
masuk kerja, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa data realisasi dan target retribusi,
struktur organisasi, artikel, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan cara pengumpulannya, Muhammad (2009:149-152) teknik
pengumpulan data dibagi menjadi:
1. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survey
Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen
untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

. Wawancara

(sl

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden. Komunikasi langsung dalam bentuk Tanya jawab dalam
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hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan media
yang melengkapi kata-kata secara variabel.

4. Kuesioner (angket)
Kuesioner (angket) hanya berbeda dalam bentuknya. Pada kuesioner
pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat Tanya, sedangkan pada angket
pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang
tersedia.

5. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau
peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data penelitian ini dikumpulkan
melalui wawancara. Wawancara merupakan pertanyaan yang langsung
ditujukan kepada responden dan dengan mail survey melalul penyebaran
kuesioner, Kuesioner merupakan pertanyaan yang disusun dalam bentuk
kalimat tanya dan dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang berbagai

kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.
G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data
Sugiyono (2004:14) analisis data dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu:
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a) Analisis kualitatif
Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data yang

berbentuk kata, kalimat. skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data
berbentuk angka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan
pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut
akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis
kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis
kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner
dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil
pengisian kuesioner.

Sugiyono (2009: 132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk
penelitian, yaitu:
a. Skala Likert
b. Skala Gutman
c. Rating scale

d. Semantic Deferential

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan
mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang

akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala
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likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titk tolak ukur
untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban pada skala /ikert dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat setuju =88 =3
Setuju =3 =4
Ragu-ragu =R =3
Tidak Setuju =TS = 2
Sangat Tidak Setuju = STS =]

2) Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh
sistem pengendalian manajemen, pembelajaran organisasi terhadap kinerja
perusahaan adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk
menyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap
variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk
mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta
membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisiensi
determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas

terhadap variabel terikat.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh statistical

program for special science (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai
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dengan syarat metode OLS (Ordinary Least Square) maka terlebih dahulu

harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas ( Tesr of validity ) dilakukan untuk mengetahui apakah
alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak.
Hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indeks sejauh mana alat ukur benar-

“benar mengukur apa yang ingin diukur.

Dwi (2009: 16) ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah
butir dikatakan valid, yaitu:

1) Korelasi dari item-item kuesioner haruslah kuat dan peluang kesalahan
tidak terlalu besar (menurut teori maksimal 5% dalam uji pertama).

2) Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif
tersebut berarti bahwa r bt (nilai korelasi yang akan digunakan untuk
mengukur validitas) harus lebih besar dari r tabel.

Validitas alat pengukur dilakukan dengan mengkorelasikan antar
skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan dengan korelasi
rata-rata per item pertanyaan dengan alat bantu SPSS. Apabila ternyata
semua pertanyaan yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi
dengan korelasi rata-rata per item pertanyaan, maka dapat dikatakan
bahwa alat pengukuran tersebut mempunyai validitas. Teknik korelasi
yang akan digunakan dalam validitas ini adalah teknik korelasi product

moment.
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Teknik korelasi product moment memerlukan tingkat pengukuran
variabel sekurang-kurangnya interval karena skor sebagian didapat dari
skala pengukuran ordinal. Menurut Dwi (2009:31), jika Ruiung > Riabes
Valid, sedangkan jika Rpimng < Ruse, Tidak Valid. Data yang diuji
validitasnya adalah sistem pengaruh implementasi anggaran berbasis

kinerja (X), dan Kinerja (Y).

Teknik kolerasi product moment memerlukan tingkat pengukuran
variabel sekurang-kurangnya interval. Karena skor sebagian didapat dari
skala pengukuran ordinal. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan
program SPSS for windows dengan cara mengkorelasikan masing-masing
pertanyaan dengan skor untuk masing-masing variabel. dari hasil korelasi
ini selanjutnya akan dicari r.

Sugiyono (2009: 317) nilai r untuk N= 40 dengan taraf signifikan
5% adalah 0,312. Jadi apabila r lebih besar dari 0,312 dinyatakan valid dan

sebaliknya apabila r lebih kecil dari 0.312 dinyatakan tidak valid.

. Uji Reliabilitas

Peneliti  menggunakan metode Alpha Cronbach, yaitu
menentukan reliabel dan tidaknya suatu instrumen penelitian dengan cara
membandingkan antara nilai rywne dengan rap pada taraf kepercayaan
95% atau tingkat signifikansi 5%. Dalam melakukan pengujian reliabilitas
terhadap item-item pernyataan/ pertanyaan variabel Sistem Pengaruh

implementasi anggaran berbasis anggaran (X), dan Kinerja pegawai (Y).
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Syahri Alhusin (2003: 360). Apabila dilakukan dengan metode
Alpha Cronbach, maka nilai ryu.e diwakili oleh nilai Alpha. Jika Nilai
Cronbach’s Alpha Item > Nilai Alpha, Reliabel, sedangkan jika Nilai

Cronbach’s Alpha Item < Nilai Alpha, Tidak Reliabel.

. Uji Normalitas

(Priyatno 2010:71) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini
dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test
pada a sebesar 5%. Jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-

Smirnov > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal.

. Korelasi dan Regresi
1) Korelasi
Igbal (2008: 234), korelasi merupakan indeks bilangan atau
bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua
variabel, rumus koefisien korelasi (r) dengan product moment.
untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel

dilihat pada tabel I11.2 sebagai berikut:
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Tabel 111.2
Koefisien Korelasi
Interval koefisien Tingkat Hubungan
0,00 - 0,20 Sangat Rendah
0,20 - 0,40 Rendah
0,40 - 0,70 Cukup Sedang
0,70 - 0,90 Kuat
0,90 - 1,00 Sangat Kuat

Sumber : Igbal Hasan, (2008: 234)
2) Regresi

Igbal (2008: 250) Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner
akan dianalisis dengan persamaan garis lurus atau persamaan garis frend.

e. Regresi Sederhana

Igbal (2008: 256) bagian ini menyajikan hasil regresi Implementasi
anggaran berbasis kinerja (X) terhadap Kinerja (Y) untuk mengetahui
pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas

Perhubungan Kota Palembang.

f. Uji Determinasi

Sugiyono (2012: 257) Untuk melihat seberapa besar tingkat
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

digunakan koefisien determinasi (Kd).
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g. Uji Hipotesis

Igbal (2008: 258) pengujian hipotesis individual merupakan
pengujian hipotesis koefisien berganda dengan hanya satu B (B, atau B,).
Rancangan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)
Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara parsial digunakan uji t.

Ho : pi1=Pz=ps=pa

Artinya tidak semua variabel independen berpengaruh secara parsial.
Ha: Bi1# P2# P3# P4
Artinya semua variabel independen berpengaruh secara bersama..
Digunakan statistik T dengan membandingkan T hitung dengan T
tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
Jika Thitung > Trabel, maka Ha diterima (a =5%)

Jika Thitung < Tiabel, maka Ho diterima (a =5%)
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan
hasil dari perubahan instansi-instansi sebelumnya yang berawal dari
dibentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Palembang | I
berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah
I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
(LLAJR) Tingkat 1I Kodya Palembang. Setelah berlakunya undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan
pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu
lintas dan Angkutan Jalan kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995
tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya
Daerah Tingkat Il Palembang, untuk kelancaran administrasi, pada tanggal
26 Maret 1996 cabang Dinas | LLAJ Tingkat Kodya Palembang oleh
Walikota Palembang berubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II
Palembang yang keberadaanya dibawah Pemerintah Daerah Kodya Tingkat
I Palembang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, kemudian berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota

Palembang, dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan
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Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh kepala
Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.
Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu
lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah
daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
Mentri Perhubungan.
c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan Walikota Palembang.
. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang
a. Pernyataan Visi
Terwujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka
menuju Palembang Kota International.
b. Pernyataan Misi
1) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum
terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan Kota Palembang.

2) Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas.
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3. Stuktur Organisasi
a. Kepala Dinas
1) Tugas
Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka
pelaksanaan desentraliasasi di bidang perhubungan.
2) Fungsi
a) Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
¢) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
perhubungan.
d) Mengelola urusan ketatausahaan dinas.
€) Membina unit pelaksana Teknis Dinas.
f) Melaksanakan penegakan hukum di bidang perhubungan.
b. Sekretaris Dinas
1) Tugas
Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan
humas serta urusan umum.
2) Fungsi
a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
¢) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.
c. Subbag Umum

Bertugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.
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. Subbag Kepegawaian

Bertugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.
. Subbag Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
. Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel

1) Tugas

Melaksanakan  perencanaan,  pembinaan,  pengawasan  dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, teknis

secara transportasi jalan dan rel.
2) Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu
lintas.

b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana transportasi
jalan dan rel.

c¢) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ.

d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang

transportasi jalan dan rel.
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g. Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Bertugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan
perbengkelan umum, penataan izin pendiri bengkel umum, serta
pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
h. Seksi Angkutan Jalan
Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek
angkutan jalan, pengendalian angl_(utan, perumusan ebijakan angkutan
dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.
i. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan
Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan
dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan
analisis kinerja prasarana jalan dan rel.
j. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP
1) Tugas
Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut serta lalu
lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
2) Fungsi
a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Laut dan Lalu
Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.
b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan untuk  menunjang
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keselamatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan
Penyebrangan.
k. Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai
Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta
pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan Laut dan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan.
. Seksi Angkutan Laut dan Sungai
Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek
angkutan sungai, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan
dan bahan pembinaan pelaksanaan.
m. Seksi Prasarana Laut dan Sungai
Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta
pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan.
n. Kepala Bidang Perencanaan dan Udara
1) Tugas
Melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan
pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan
retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
2) Fungsi

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
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b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan program.
¢) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan
mengola retribusi dibidang perhubungan.

Seksi Program

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja
bidang perhubungan.
Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan, serta pembinaan dan pemberian bimbingan serta
penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.
Seksi Angkutan Udara

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi
pembangunan di dalam Bandar udara dan pemberian izin lokasi Bandar
udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi
penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi
penerbangan, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan
udara.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas

kota:
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1) Tugas

Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian

dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan,

Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan,

Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telkomunikasi serta

menyiapkan bimbingan keselamatan dan penerbitan pada sektor

perhubungan
2) Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas
Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel,
Udara, Pos dan Telkomunikasi.

b) Penyusunan rencana pembinaan, keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan
Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara,
Pos dan Telkomunikasi.

¢) Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli,
pengawalan dan penegakan hukum dibidang perhubungan.

Seksi Patroli dan Pengawalan Kota
Bertugas melaksanakan patrol dan pengawalan Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan

Penyebrangan (ASDP)
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Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota
Bertugas  melaksankan  pembinaan,  pengawasan  dan
pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan
Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota
Bertugas melaksankan kegiatan pemeriksaan kendaraan
bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran di
bidang perhubungan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas
1) Tugas
Melaksanakan Sebagian tugas Dinas, disatu/beberapa
wilayah kecamatan dalam suatu daerah.
2) Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya,

melaksanakan urusan administrasi.



Gambar 1V.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

KEPALA DINAS
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4. Data Realisasi dan Anggaran Kumulatif Dinas Perhubungan Kota

Palembang
Tabel 1V.1
Target dan Realisasi Retribusi Terminal
Tahun 2009-2013 -

Tahun Target Realisasi Persentase

2009 Rp. 2.250.000.000 Rp. 1.239.446.700 55.09 %

2010 Rp. 2.500.000.000 Rp. 1.379.046.450 55.16 %

2011 Rp. 2.550.000.000 Rp. 1.513.000.000 59.44 %

2012 Rp. 2.625.000.000 Rp. 1.569.770.000 59.81 %

2013 Rp. 2.600.000.000 Rp. 1.621.000.000 62.35 %
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2014.

Berdasarkan tabel 1V.1 dapat dilihat bahwa persentase realisasi

penerimaan retribusi terminal selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

selalu belum tercapai. Tingkat pencapaian realisasi anggaran rata-rata 50%

sedangkan Dinas Perhubungan Kota Palembang menetapkan target minimal 70%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Analisis Data

a) Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya
suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pocket
moment, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikannya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan
valid. Uji validitas dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian
ini, adalah implementasi anggaran berbasis kinerja dengan pertanyaan

sebanyak 6 item, dan kinerja sebanyak 6 item.



Tabel 1V.2

Hasil Uji Validitas
Implementasi anggaran berbasis kinerja

Pertanyaan | N | Pearson Corelation | Sig (2-Tailed) keterangan
IABK 34 0,872 0,000 Valid
IABK 34 - 0,388 0,023 Valid
' IABK | 34 0,852 0,000 Valid
IABK 34 0,923 0,000 Valid
IABK 34 0,900 0,000 Valid
IABK 34 0.887 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel

IV.2 diatas menjelaskan bahwa variabel

implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki kriteria valid untuk

setiap item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal

ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam

penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada

kuesioner tersebut dan dapat digunakan untuk menganalisis data

penelitian.
Tabel 1V.3
Hasil Uji Validitas
Kinerja

Pertanyaan | N | Pearson Corelation | Sig (2-Tailed) | keterangan
Kinerja 34 0,928 0,000 Valid
Kinerja 34 0,486 0,004 Vahd
Kinerja 34 0,912 0,000 Valid
Kinerja 34 0,906 0,000 Valid
Kinerja 34 0,909 0,000 Valid
Kinerja 34 0,836 0,000 Valhd

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1V.3 diatas menjelaskan bahwa variabel kinerja

memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai

signifikansi lebih kecil dart 0,05. Hal i berarti bahwa setiap item




b)

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkap
sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.
Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas  dilakukan untuk menilai  konsistensi dari
instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan
reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel V.4
menunjukkan hasil reliabilitas untuk dua variabel penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tabel IV .4
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Implementasi anggaran 0,900 Reliabel
berbasis kinerja
Kinerja 0,911 Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Tabel 1V.4 menunjukkan nilai crombach’s alpha atas vanabel
implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,900, dan Kkinerja
0.911. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam
kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih
besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang
digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti
bila pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang

relatif sama dengan jawaban sébelumnya.



¢) Uji Normalitas
Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk melihat apakah
nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pada uji ini data dapat
dikatakan normal jika hasil nilai residual memiliki nilai sig diatas
alpha 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N ' 34
Normal Parameters®® Mean s
Std. Deviation 2.32230171

Absolute .090

Most Extreme Differences  Positive .090
Negative -.059

Kolmogorov-Smirnov Z 539
Asymp. Sig. (2-tailed) 934

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Pengelolahan Data, 2014
Berdasarkan tabel IV.5 hasil uji normalitas diperoleh nilai sig

0, 934, nilai ini diatas alpa 0,05 berarti secara keseluruhan data normal.

d) Korelasi
Sebelum dilakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan

pengujian korelasi untuk mengetahui implementasi anggaran berbasis
kinerja (X) dan kinerja (Y). Jika tedapat hubungan diantara kedua
variabel maka setelah dilakukan pengujian regresi dilanjutkan dengan

uji regresi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang
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digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, sedang, rendah atau tidak

ada) hubungan antar variabel.

Tabel 1V.6
Hasil Uji Korelasi
Correlations
Implementasi
Anggaran
Berbasis
Kinerja () Kinerja (X)
Pearson Correlation  Kinerja (Y) 1,000 646
Impl tasi A
plementasi Anggaran 646 1,000

Berbasis Kinerja (X)
Sig. (1-tailed) Kinerja (Y) . ,000
Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja (X) 000
N Kinerja (Y) 34 34
Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja (X)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014
Pada tabel 1V.6 menunjukkan bahwa perhitungan korelasi untuk
semua variabel yang dimasukkan dalam analisis, korelasi antara
implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas
Perhubungan adalah 0,646 dengan signifikan (1-tailed) 0,000, hal ini
menunjukkan bahwa:
a) Signifikan 0,000 < 0,05, hal ini berarti terdapat hubungan
implementasi anggaran berbasis kinerja dengan Kinerja.
b) Signifikan (I-tailed) menunjukkan antara dua variabel yaitu
implementasi  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja

memperlihatkan hubungan yang cukup kuat.
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¢) Uji Determinasi
Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi anggaran
berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat

sebagai berikut:

Tabel 1V.7

Hasil Uji Determinasi

Model Summary
Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 6468 417 ,399 2,998

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja (X)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014

Nilai R Square (R?) sebesar 0,646 (64,6%), angka tersebut
menggambarkan bahwa kinerja (Y), dapat dipengaruhi oleh variabel
penjelas, yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan sisanya 35,4% (100% - 64,6%), dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini seperti
kebudayaan organisasi.

d) Regresi Sederhana

Bagian ini menyajikan hasil regresi Implementasi anggaran
berbasis kinerja (X) terhadap Kinerja (Y) untuk mengetahul pengaruh
implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas

Perhubungan Kota Palembang.
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Tabel 1V. 8§

Hasil Uji Regresi

Coefficients

Unstandardized ptandardize
Coefficients |Coefficients
Mode B  PBtd. Erro  Beta t Sig.
1 (Constant) 9,476 | 3,141 3,016 ,005
Implementasi Angg
Berbasis Kinerja ()

613 128 646 | 4,782 ,000

a.Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan tabel V.8 dalam hasil regresi diperoleh persamaanya
yaitu Y= 9,476 + 0,613X, persamaan regresi ini berarti setiap kenaikan
satu skor variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dapat
meningkatkan 0,613 skor variabel kinerja pada Dinas Perhubungan
Kota Palembang.

Dengan demikian pengaruh implementasi anggaran berbasis
kinerja tersebut cukup berpengaruh dalam kinerja Dinas Perhubungan
Kota Palembang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra yang
menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh implementasi anggaran berbasis

kinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu

dengan menggunakan uji t untuk menjawab dari satu hipotesis tersebut.




Ho : B1 = 2= 3 = B+ bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja
tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja
Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Ha : 1 # 2 # B3 # P+ bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja
terdapat pengaruh terhadap Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Palembang.

Hasil uji t yang diperoleh dari pengolahan data dapat dilihat
pada tabel 1V.9 sebagai berikut:

Tabel 1V.9
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficienfs

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9,476 3,141 3,016 ,005
Implementasi Angga
Berbasis Kinerja (X) 613 128 ,646 4,782 ,000

a.Dependent Variable: Kinerja (Y)
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2014

Berdasarkan uji t (Parsial) nilai diperoleh sebesar 4,782
sedangkan t tabel dengan alpha 0,05 sebesar 2,042. Dengan demikian t
hitung 4,782 > 2,042 sehingga H, ditolak dan H, diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja
terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang atau dengan kata
lain bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja  dapat
mempengaruhi  kelangsungan kinerja  Dinas  Perhubungan  Kota

Palembang. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang
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dilakukan oleh Afiah (2010) yang berjudul pengaruh penganggaran
berbasis kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah
kota Jambi. Yang mempunyai hasil penelitian berpengaruh signifikan

terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah kota Jambi.
2. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan - transformasi data -
penelitian dalam tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan
diinterprestasikan. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner sebanyak
34 (Tiga puluh empat) kuesioner kepada seluruh struktur organisasi

Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dari 34 kuesioner yang telah disebar, peneliti dapat
mengumpulkan sebanyak 34 kuesioner (100%). Data yang digunakan
dalam penelitian ini kepada sejumlah responden terdiri dari 2 variabel,
yaitu variabel implementasi anggaran berbasis kinerja terdiri dari 6
pertanyaan, variabel kinerja terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi
anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota
Palembang. Responden yang diminta pendapatnya untuk mengisi
kuesioner adalah seluruh struktur organisasi Dinas Perhubungan. Setelah
data tersebut, diperoleh peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban
kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pada tahap awal tabulasi

setelah melakukan pembagian kuesioner adalah pemberian kode dari



tangg@dpan yang diberikan responden. Variabel implementasi anggaran
berbasis kinerja, kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang diberi
penilaian yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat
tidak setuju. Data yang telah diberikan kode kemudian disusun dalam

tabel yang akan diberikan informasi yang dibutuhkan untuk analisis

Berikut ini rekapitulasi hasil data jawaban kuesioner dalam

bentuk tabel yang telah siap diolah:
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Tabel IV.10
Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner

RESP. DATA ORDINAL DATA INTERVAL
X Y X Y

1 30 25 23,972 18,603
2 22 30 15,034 24,845
3 20 23 12,723 16,048
4 29 23 22,651 16,244
5 18 19 10,709 11,729
6 24 27 16,903 20,972 -
7 18 20 10,709 12,818
8 18 16 11,090 : 83713
9 29 29 22,651 23,568
10 23 26 15,549 19,695
11 25 23 17,824 16,048
12 28 23 21,555 16,048
13 25 28 18,146 22,462
14 26 25 19,179 18.630
15 25 23 18,082 16,048
16 28 30 21,297 24,845
17 26 25 19,321 18,603
18 17 22 9,863 15,151
19 20 21 13,020 14,061
20 18 19 10,709 11,533
21 23 24 15,549 17,312
22 28 30 21,297 24 845
23 29 30 22,651 | 24,845
24 18 18 10,837 10425
25 29 29 22,651 23,554
26 25 25 18,456 18,862
27 22 23 14,890 16,481
28 26 29 19,403 23,554
29 23 24 16,077 17,312
30 29 19 22,651 11,729
31 28 24 21,628 17,312
32 23 24 15,746 17,312
33 29 29 22,651 23,554
34 21 21 13,235 14,148

Sumber: Data primer yang diolah, 2014
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a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini.
Variabel independen yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja (X)

yang terdiri dari 6 pertanyaan, dan kinerja (Y) terdiri dari 6 pertanyaan.

1) Implementasi anggaran berbasis kinerja (X)
Implementasi anggaran berbasis kinerja dari hasil penelitian dapat
dilihat pada tabel-tabel berikut ini: |
a) Identifikasi unit-unit keputusan

Tabel IV.11
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Identifikasi Unit-unit Keputusan

Keterangan Item 1 Item 2
2. Yo 2 o
Sangat setuju 14 41% S5 15%
Setuju 10 29% 18 53%
Ragu-ragu 9 27% 11 32%
Tidak setuju 1 3% - , -
Sangat tidak setuju - - - -
Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1V.11 pertanyaan pertama dengan indikator
identifikasi unit-unit keputusan, yaitu: apakah Dinas Perhubungan Kota
Palembang setiap bagian struktur organisasinya sudah mempunyal
pertanggungjawaban sendiri. 29% atau 10 responden menjawab setuju,
alasan responden menjawab setuju karena setiap bagian struktur organisasi
sudah mempunyai wewenang dan tanggungjawab masing-masing. 27% atau
9 responden menjawab ragu-ragu, alasan responden menjawab ragu-ragu

karena setiap rapat tidak selalu membahas tentang wewenang dan tanggung
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jawab setiap struktur organisasi. 41% atau 14 responden menjawab sangat
setuju, alasan responden menjawab sangat setuju karena setiap bagian
struktur organisasi sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing dan
itu sangat penting untuk mengevaluasi laporan setiap bagian struktur
organisasi dan 3% atau 1 responden menjawab tidak setuju, alasan
responden menjawab tidak setuju karena responden tidak terlalu paham
wewenang dan tugas disetiap bagian struktur ofganisasi.

Pertanyaan kedua pada tabel IV.11 dengan indikator identifikasi
unit-unit keputusan, yaitu: apakah struktur organisasi Dinas Perhubungan
Kota Palembang sudah menjadi unit pembuat keputusan sendiri. 53% atau
18 responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena
setiap bagian struktur organisasi Dinas Perhubungan sudah mempunyai
keputusan sendiri. 14% atau 5 responden menjawab sangat setuju karena
setiap bagian struktur organisasi Dinas Perhubungan mempunyai kegiatan
sendiri dan dibuat oleh setiap organisasi. 32% atau 11 responden menjawab
ragu-ragu karena setiap bagian struktur organisasi Dinas Perhubungan

belum begitu mengerti tugas dan wewenangnya.
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b) Penentuan paket-paket keputusan

Tabel 1V.12
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Penentuan paket-paket keputusan

Keterangan Item 3 Item 4
> % > %

' Sangat setuju 10 29% 12 35%
Setuju 13 38% 12 | 35%
Ragu-ragu 10 29% 9 26%
Tidak setuju ] 3% 1 3%
Sangat tidak setuju - - - -

Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.12 pertanyaan ketiga dengan indikator
penentuan paket-paket keputusan, yaitu: apakah Dinas Perhubungan Kota
Palembang sudah mengevaluasi secara individual terhadap struktur
organisasinya. 38% atau 13 responden menjawab setuju karena struktur
organisasi Dinas Perhubungan harus dievaluasi untuk mencari pegawai-
pegawai yang handal dan berkompeten. 29% atau 10 responden menjawab
sangat setuju karena setiap struktur organisasi Dinas Perhubungan harus
melakukan evaluasi setiap beberapa tahun sekali untuk mendapatkan kinerja
yang baik. 29% atau 10 responden menjawab ragu-ragu karena setiap
pegawai yang ada di Dinas Perhubungan tidak percaya diri terhadap
kinerjanya sendiri untuk masuk ke dalam struktur organisasi. 3% atau |
responden menjawab tidak setuju karena pegawai yang sudah ada didalam
struktur organisasi Dinas Perhubungan tidak mau digantikan guna

mengevaluasi kinerja pegawainya.
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Pertanyaan keempat pada tabel V.12 dengan indikator penentuan
paket-paket keputusan yaitu: apakah Dinas Perhubungan Kota Palembang
setiap bagian strukturnya sudah dapat mengambil keputusan masing-
masing. 35% atau 12 responden menjawab setuju karena struktur organisasi
Dinas Perhubungan sudah dibuat peraturan untuk mengambil keputusan
masing-masing. 35% atau 12 responden menjawab sangat setuju karena
setiap bagian didalam struktur organisasi Dinas Perhubungan sudah
mempunyai tanggung jawab masing-masing. 26% atau 9 responden
menjawab ragu-ragu karena pegawai yang ada didalam struktur organisasi
belum terlalu paham keputusan yang akan diambil. 3% atau 1 responden
menjawab tidak setuju karena pegawai yang ada didalam struktur organisasi
Dinas Perhubungan terkadang belum berani mengambil keputusan masing-
masing.

Tabel 1V.13
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Keterangan Item 5 Item 6
%, % b2 %
Sangat setuju 10 29% 18 53%
Setuju 15 44% 9 27%
Ragu-ragu 7 20% 7 21%
Tidak setuju 2 6% - -
Sangat tidak setuju - - - -
. Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber: Data yang diolah, 2014
Berdasarkan tabel ke 1V.13 pertanyaan kelima dengan indikator
meranking dan mengevaluasi paket keputusan yaitu: apakah struktur

organisasi yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Palembang proses
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alokasi sumber daya nya sudah tepat. 44% atau 15 responden menjawab
setuju karena proses pengalokasian sumber daya harus dilakukan untuk
meningkatkan kinerja. 29% atau 10 responden menjawab sangat setuju
karena proses pengalokasian sumber dayanya sudah tepat sasaran. 20% atau
7 responden menjawab ragu-ragu karena proses pengalokasiannya sebagian
pegawai ada yang kurang berkompeten. 6% atau 2 responden menjawab
tidak setuju karena pfoses pengalokasiannya memerlukan waktu dan rapat
antar sesama pegawainya.

Pertanyaan keenam pada tabel 1V.13 dengan indikator meranking
dan mengevaluasi paket keputusan yaitu: apakah Dinas Perhubungan Kota
Palembang sudah dapat mengevaluasi setiap keputusan-keputusan. 27%
atau 9 responden menjawab setuju karena Dinas Perhubungan dapat
mengevaluasi setiap keputusan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat
memberikan hasil vang jelas. 53% atau 18 responden menjawab sangat
setuju karena Dinas Perhubungan sudah mengevaluasi setiap keputusan-
keputusan pegawainya untuk mendapatkan kinerja yang baik. 21% atau 7
responden menjawab ragu-ragu karena proses pengevaluasian keputusan-
keputusan yang dilakukan oleh pegawainya tidak berjalan dengan seoptimal

mungkin.



2) Kinerja (Y)
Kinerja dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:
a) Aspek keuangan

Tabel 1V.14
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Aspek Keuangan

Keterangan Item 1| Item 2
b3 % Y %
Sangat setuju 10 29% 10 29%
Setuju 17 50% 17 50%
Ragu-ragu 7 21% 7 21%
Tidak setuju - - - -
Sangat tidak setuju - - - -
Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.14 pertanyaan pertama dengan indikator
aspek keuangan yaitu: apakah aspek keuangan di Dinas Perhubungan Kota
Palembang terpantau dengan baik. 50% atau 17 responden menjawab setuju
karena Dinas Perhubungan selalu memantau penyusunan laporan
keuangannya dengan baik. 29% atau 10 responden menjawab sangat setuju
karena Dinas Perhubungan Kota Palembang memantau penyusunan laporan
keuangannya dengan teliti untuk mendapatkan hasil yang baik. 21% atau 7
responden menjawab ragu-ragu karena Dinas Perhubungan tidak setiap saat

untuk memantau kinerja pegawainya dalam menyusun laporan keuangan.

Pertanyaan kedua pada tabel IV.14 dengan indikator aspek
keuangan vyaitu: apakah didalam Dinas Perhubungan aspeck keuangan

dievaluasi setiap tahunnya. 50% atau 17 responden menjawab setuju karena
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Dinas Perhubungan selalu mengevaluasi keuangan setiap tahunnya untuk
mendapatkan hasil laporan. 29% atau 10 responden menjawab sangat setuju
kareﬁa Dinas Perhubungan akan terus mengevaluasi laporan keuangannya
setiap tahunnya. 21% atau 7 responden menjawab ragu-ragu karena
sebagian pegawai yang menyusun laporan keuangannya terkadang ada yang

ceroboh.

b) Kepuasan pegawai

Tabel IV.15
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Kepuasan Pegawai

Keterangan Item 3 Item 4
3 % s %

Sangat setuju 10 29% 9 26%
Setuju 16 47% 17 50%
Ragu-ragu 7 21% 7 21%
Tidak setuju ] 3% ] 3%
Sangat tidak setuju - - - -

Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel [V.15 pertanyaan ketiga dengan indikator
kepuasan pegawai yaitu: apakah Dinas Perhubungan sudah memberikan
reward kepada pegawai yang mempunyai kinerja yang baik. 47% atau 16
responden menjawab setuju karena pemberian penghargaan kepada pegawai
yang berprestasi adalah salah satu untuk meningkatkan kinerjanya. 29%
atau 10 responden menjawab sangat setuju karena pemberian penghargaan
kepada pegawai akan memotivasi pegawai akan jauh lebih baik lagi. 21%

atau 7 responden menjawab ragu-ragu karena pemberian penghargaan



67

kepada setiap pegawai akan berdampak kepada pegawai lainnya. 3% atau 1
responden menjawab tidak setuju karena akan mengeluarkan biaya yang

cukup banyak.

Pertanyaan keempat dengan indikator kepuasan pegawai yaitu:
apakah Dinas Perhubungan perlu kotak kritik dan saran untuk organisasi
~ sebagai pengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap organisasi. 50% atau
17 responden menjawab setuju karena dapat melihat kepuasan pegawai
terhadap organisasinya. 26% atau 9 responden menjawab sangat setuju
karena tingkat kepuasan pegawai dapat dilihat dengan menggunakan kotak
kritik dan saran sebagai alternatifnya. 21% atau 7 responden menjawab
ragu-ragu karena tingkat kepuasan pegawai belum tentu dapat diukur dari
kotak kritik dan saran. 3% atau 1 responden menjawab tidak setuju karena

mengukur tingkat kepuasan pegawai tidak terlalu penting.

¢) Waktu
Tabel IV.16
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Waktu
| Keterangan ]_ Item 5 ltem 6 ]
Y % b %
Sangat setuju 10 29% 12 35%
Setuju 13 38% 16 47% |
Ragu-ragu 10 29% 5 15%
Tidak setuju 1 3% 1 3%
Sangat tidak setuju - - - -
Jumlah 34 100% 34 100%

Sumber : Data yang diolah, 2014
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Berdasarkan tabel V.16 pertanyaan kelima dengan indikator waktu
yaitu: apakah di Dinas Perhubungan jam kerja yang ada dilapangan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan. 38% atau 13 responden menjawab
setuju karena waktu jam kerja pegawai Dinas Perhubungan sudah ditetapkan
dan tak bisa dilanggar. 29% atau 10 responden menjawab sangat setuju
karena waktu jam kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan oleh atasan.
29% atau 10 responden menjawab ragu-ragu karena sebagian pegawai
waktu kerjanya tidak selalu tepat. 3% atau 1 responden menjawab tidak

setuju karena sebagian pegawai terkadang sering datang terlambat.

Pertanyaan keenam dengan indikator waktu yaitu: apakah Dinas
Perhubungan selalu melakukan pemantauan terhadap waktu jam kerja Dinas
Perhubungan. 47% atau 16 responden menjawab setuju karena pemantauan
yang dilakukan oleh atasan akan membuat pegawai jadi meningkatnya
kinerja pegawai tersebut. 35% atau 12 responden menjawab sangat setuju
karena pemantauan itu akan jauh membuat pegawai akan menjadi
berkompeten dan menaati semua peraturan. 15% atau 5 responden
menjawab ragu-ragu karena tidak setiap waktu pemantauan dilakukan oleh
atasan untuk melihat pegawainya yang menaati peraturan yang berlaku. 3%
atau 1 responden menjawab tidak setuju karena sebagian pegawai masih

tidak tepat waktu untuk bekerja.



BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan
analisis regresi sederhana yang telah dilakukan terhadap
permasalahan. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi anggaran berbasis kinerja dan kinerja secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan
Kota Palembang. Berdasarkan hasil uji secara parsial (Uji t) nilai t
wbel pada uji t 4,782 pada tabel 1V.16 memperlihatkan bahwa variabel
implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki tingkat signifikan
sebesar 0,005. Hal ini berarti menerima H,, sehingga dapat dikatakan
bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja terdapat pengaruh
secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota
Palembang karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel
implementasi anggaran berbasis kinerja lebih kecil dari 0,005 (0,005
< 0,05).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat
diberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu:

Implementasi  anggaran  berbasis kinerja dan Kkinerja
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan,

maka untuk menjaga agar kinerja Dinas Perhubungan tetap berjalan
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»

dengan baik sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk

selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.
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~ 25| UNIVERSITAS MUHAMMADRIYAH PALEMBANG

KUESIONER
Para responden yang terhormat,

Kuisioner ini murni untuk kepentingan penelitian akademik yaitu dalam
rangka meneliti pengaruh sistem pengendalian manajemen dan pembelajaran
organisasi terhadap kinerja perusahaan. Maka kami mohon bantuan dan kesediaan
bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, dan sepenunnya kami
menjamin kerahasiaan identitas serta data apak/ibu. Kami sangat menghargai
kejujuran pendapat bapak/ibu. Atas bantuan serta partisipasi bapak/ibu kami ucapan
terima kasih.

Fetunjuk Pengisian Kuesioner

Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dan semua jawapan yang sudah terseciz

|
2. Contenglah jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu yang sebenarnya.
3. Teliti kembali setiap jawaban, jangan sampai ada yang terlewati.
Karakteristik responden
1. Nama
2. Usia
3. Jenis kelamin :
Laki-laki ()
Perempuan
4. Pendidikan :
SMA: ()
Perguruan Tinggi ( )
Lain-lain ()
5. Posisi anda saat ini
Manajer / Kadiv/ Kabag () Staf ()

6. Lama anda menjabat posisi saat ini di perusahaan :.............. (tahun/bulan)
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DATA ORDINAL

DATA INTERVAL

RESP. X Y X Y
1 30 25 23.972 18.60384
2 22 30 15.034 [24.84534
3 20 23 12.723 |16.04825
4 29 23 22.651 16.24415
B 18 19 10.709 |11.72907
6 24 24 16.903 |20.97208
7 18 20 10.709 |12.81889
B 18 i6 11.090 8.371338
] 29 29 22.8651 23.56896
10 23 26 15.549 19.6957
11 25 23 17.824 |16.04825
12 28 23 21.555 |16.04825
13 25 28 1B.146 |22.46204
14 26 25 19.179 18.6306
5 25 23 18.082 |16.04825
16 28 30 21.297 |24.84534
17 26 25 19.321 18.60331
18 )i} 22 9.863 15.15128
19 20 21 13.020 |14.06147
20 18 19 10.7009 11.53317
2 23 24 15.549 17.3124
22 28 30 21.297 |24.84534
23 29 30 22.651 |24.84534
24 18 18 10.837 [10.42598
25 29 29 22.651 [23.55443
26 25 25 18.456 |18.86248
27 22 23 14.890 |16.48122
28 26 29 16.403 [23.55443
29 23 24 16.077 17.3124
30 29 19 22.651 [11.72907
31 28 24 21.628 17.3124
32 23 24 15.746 17.3124
33 29 29 22.651 [23.55443
34 21 21 13.235 |14.14883
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